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ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 tahun 2004 Tentang Penempatan
Tenaga Kerja Lokal, dimana kewajiban perusahaan tersebut terdapat pada pasal 2
Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang penempatan tenaga kerja lokal yang
berbunyi:“Setiap Pengusaha atau pengurus ajib mengusahakan dan
mengupayakan g 'aI agar n- erjaan yang terbuka
diperusahaan ' Rpi

D <

st b

ah yang akan
Heran Organisasi
Rdn Pelaksanaan

w
=
D
[92]
—
&
wn
D
w
c
=

Peraturan , I 4 Tentar l‘f aga Kerja Lokal
di KabupatenfBghgkali Anakah hambatan-! aflisasi masyarakat
melayu di ama 3 : akSanaan program
penempatan &Mz 2] a 3 /2 aifperaturan daerah
nomor 4 taflig C
bengkalis.

Mengupayakan Pel q

Perusahaan Swasta St ‘ hNomo

Penempatan Tenaga Kerja t Wu‘fb gkalis bahwa sejauh ini sudah
berperan dengan melakuka gan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmirgrasi Kabupaten Bengkalis, Mamun dikarenakan kurangnya daya saing
dengan tenaga kerja dari luar daerah sehingga mengakibatkan putra daerah jadi
terabaikan dalam memperoleh kesempatan bekerja di perusahaan swasta yang ada
di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Mandau.

Kata Kunci : Tenaga Kerja, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Bengkalis.
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ABSTRAC

Regional Government Regulation Number 4 of 2004 concerning the
Placement of Local Workers, where the company's obligations are contained in
Article 2 of Regional Regulation Number 4 of 2004 concerning the placement of
local Workers which redds: the company is filled wititalacal Workers both skiIIed

of .t plem that will
w ay Community

cal Workforce
ith Regional
RegulationsiRe mployment of
Workers La ‘ he obstacles of
Malay com : in Mandau ! “'1 to implement a
2 : ing to regional

Placement

regulation al workers in
Bengkalis R
The vey, namely the

‘; occurrence and
re, the research

author goes

and describe
organizations i

Malay community
entation of a local

. n Mandau Regency in
Efforts to Implement ; ; ent Program in Private

concerning the Placement of LoCa Bengkalis Regency which has been
playing a role in coordinating with the Bengkalis Regency Manpower and
Transmigration Office, but due to lack of competitiveness with workers from
outside the region, resulting in local sons being neglected in getting the
opportunity to work in private companies in Bengkalis Regency, especially in
Mandau District.

Keywords: Labor, Regional Regulation Number 4 of 2004 concerning the
Placement of Local Workers in Bengkalis Regency.
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BAB |

PENDAHULUAN

mengamandta ra un elir I _ 5ia dan seluruh

tumpah da onesia, Mmema E . mencerdaskan

kehidupan

kemerdekaal ardamaian a 2 57 y itu modal dasar

martabat, dan kemampuan masy?a erta meningkatkan kepercayaan diri
agar dapat terwujudnya masyarakat yang Makmur adil dan sejahtera baik dalm
lingkup materiil maupun spiritual.

Dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja serta dalam

keberlangsungan kegiatan usaha yang berkesinambungan dan dapat membentuk

! Lidia Febrianti, Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, Uir Law Review, 2017, hal. 83

17
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suatu hubungan kerja yang harmonis serta selaras dengan seimbang antara
pengusaha dan pekerja serta terciptalah kenyamanan dan ketenangan dalam

bekerja. Ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja dapat tercipta apabila baik

dengan me
berlimpah su

lain yang me

. “@,\‘%

—
[
o
@D
>
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>
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o
QD
=
<
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Ty
<
QD
o
=
o
o
>
D
(28
QD

suatu Negara dalam membangun dan mengembangkan sebuah Negara prosesnya
ditentukan dari aspek ketenagakerjaan masyarakatnya karena dapat menimbulkan
masalah pada sumber daya manusianya yang tidak memiliki kemampuan dan

tidak mampu bersaing dengan Negara luar.>Pada hakekatnya Indonesia yang

merupakan bangsa yang sedang berkembang tidak bisa dilepas dari fenomena-

2 Abdul Thalib, Learning the English Law First Edition,Uir Press, Pekanbaru, 2017, hal.1
3 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal.328.
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fenomena social yang berkaitan dengan pembangunan bangsanya yang titik

sentralnya terletak pada bagaimana memberdayakan sumber daya manusianya

yaitu tenaga kerja. Upaya yang harus dilakukan dan akan bersifat menyeluruh

seluas-lua

dapat dila

kemampua
memiliki m an, dan saat ini
angkapeng

besar yang

kemiskinan alahan_perekonon ang. Mg Ihi kesejahteraan

pusat maupun daerah, maka dari itu pemerintah perlu memperhatikan mengenai
aturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan ini di setiap daerahnya.
Menurut  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan Pasal 1 yang berbunyi “Tenaga kerja adalah setiap orang yang

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk

“Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial, Salemba Humanika,
Jakarta, 2010, hal.53.
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memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun untuk masyarakat’™

.Dalam upaya
pemerintah memperhatikan mengenai ketenagakerjaan masyarakatnya disetiap

daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai penempatan

natEN )
%

‘.Ej\\%':iﬁ'%% 2

a optimal dan

=

gflyediaan tenaga
| dan daerah.
mewujudkan

pernyataan ini sesuai dengan isi @ Pasal layat 1 Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.
Namun dalam mewujudkan dan menyediakan tenaga kerja yang telah sesuai pada
bidang keahliannya maka dari itu perusahaan-perusahaan menyebabkan timbulnya

kecemburuan sosial masyarakat lokal karena lebih memilih menggunakan tenaga

5 Pasal 1, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
¢ Pasal 4, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

20
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kerja yang berasal dari luar daerah.Ini dikarenakan tidak efektifnya perusahaan-
perusahaan memperkerjakan tenaga kerja tempatan, maka dari itu pemerintah

mengeluarkan kebijakan tentang penempatan tenaga kerja lokal yaitu Peraturan

Daerah Nomor Q4 A Kerja Lokal.Dalam

rangka 8 ‘ ‘ “\Q“‘ .’@ gnaga kerja

tindakan ¢

»}
@
=
=
&
5
=
o
w
<61
5

bahwa ke
belum cuk a tenaga kerja
tempatan. apat memberikan
himbauan ke

dan dapat

g\%\\‘%\“‘

perusahaan

S
)
Q
D
5
<
)
>
A
—

perusahaan tidak mengikuti mekanisme, dimana banyak perusahaan yang lebih
memilih mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah Kabupaten Bengkalis untuk
mengisi peluang kerja padahal masyarakat lokal banyak yang memiliki
kemampuan untuk mengisi lowongan pekerjaan.Memilih tenaga kerja tempatan

belum benar benar optimal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan unit usaha

"Samodra Wibawa, dkk, Evaluasi Kebijakan Publik, Graha llmu, Jakarta, 2010, hal. 35.
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yang melakukan operasi di wilayah Kabupaten Bengkalis ini. Masalah lain yang
terjadi adalah tidak semua perusahaan Dberinisiatif dan melaksanakan

kewajibannya dalam melaporkan jikalau adanya lowongan pekerjaaan baik

kepada Dinas Teg NSMigrasish Arakat setempat sesuai

“l‘l“"‘ .*e lowongan

beroperasi diWils <abug 1gka r@ amyang signifikan
sehingga da

tenaga kerjayang belt 3 : paten Bengkalis

(7)Pengisian lowongan pekerjaan di perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib
mengupayakan secara bertahap, dalam 5 (lima) tahun pertama, pengisian
lowongan pekerjaan di perusahaan diisi oleh Tenaga Kerja Lokal sebesar
minimal (sekurang-kurangnya) 50% dan 5 (lima) tahun kedua minimal

(sekurang-kurangnya) menjadi 75%.

8 H.E Mulyasa, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal.45.
® Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Penempatan
Tenaga Kerja Lokal

22
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(8) Pengusaha atau pengurus wajib membuat laporan setiap tahunnya tentang
kemajuan persantase perkembangan komposisi pemgisian lowongan

pekerjaan dan jabatan di perusahaannya pada Dinas/Kantor yang menangani

tidak

ng penulis

sebutkan elumaya, = apala . N B Kecamatan
Mandau tempatannya
yang dimana

2lah melakukan
operasi seja 3 ana saat 8BS sumur minyak,

dari sinilah baik [ S ' an investasi di

ini dalam bentuk pelatihan yang bersitat skill yaitu berupa (1) Pelatihan Teknisi
(2) Handphone (3) Otomotif (4) Perhotelan (5) Las Fiber Glas, pemberdayaan
sumber daya manusia yang diberikan kepada tenaga kerja lokal ini agar

perusahaan berpartisipasi dalam memberikan dan memakai tenaga kerja lokal

23
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pada perusahaannya.’®Oleh sebab itu selain pemerintah masyarakat setempat itu
sendiri wajib memperjuangkan sesuatu yang menjadi hak didaerahnya sendiri,

yaitu organisasi masyarakat di Kabupaten Bengkalis khususnya masyarakat

dilan yang

9.

Peraturan

\ ) )

enaga Kerja
Lokal, dim@ha | erusa sal¥2 Perda Nomor
4 Tahun : empa C ( rbunyi:“Setiap
Pengusaha faf? ‘mengL ¥ fGupayakan secara

maksimal agje ngan pekerjaan yang ] ahd@hnya diisi oleh

‘.. tisipasi  dalam

&

pembangunan di daerah ) <Te yang dimana perusahaan-
perusahaan yang beroperasi di daerah Bengkalis kurang efektif dalam
melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disebutkan didalam Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik ingin meneliti tentang kurang

berperannya organisasi masyarakat melayu Kecamatan Mandau dalam

10 siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2011,
hal.24.

24



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

mengupayakan pelaksanaaan Program penempatan tenaga kerja lokal perusahaan
swasta di Khususnya di Kecamatan Mandau, perusahaan swasta cendrung

mengambil tenaga kerja dari luar daerah ketimbang menempatkan tenaga kerja

Kecamatan
dikarenakan
kerja bagi

pencari kafjél, ( ek r'Uitmg i adh swasta, dan

penulisan

Kecamata

Dalam Mengupayakan Pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja
Lokal Pada Perusahaan Swasta Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Bengkalis?

2. Apakah hambatan-hambatan organisasi masyarakat melayu di kecamatan

Mandau dalam mengupayakan pelaksanaan program penempatan tenaga

25
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kerja lokal pada perusahaan swasta sesuai peraturan daerah nomor 4 tahun
2004 tentang penempatan tenaga kerja lokal di kabupaten bengkalis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

anaan program

swasta sesuai

.'\‘?-i\\ﬁ,
-

‘ﬁ

atan tenaga kerja

2. Manfaat F o

a. Penelitian .m . gMsaledl” dapat membuat penulis
dan pembaca lebif pengctahuan dan wawasan mengenai
bagaimana keefektifan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang
Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan peran organisasi masyarakat dalam
mengupayakan dan memperjuangkan hak-haknya yang tertulis didalam
peraturan tersebut.

b. Dengan diadakannya penelitian ini penulis mengharapkan dapat

memberikan kesadaran kepada perusahaan-perusahaan agar lebih

26
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memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat perusahaannya

beroperasi, dan juga dapat memberi masukkan kepada pemerintah untuk

lebih tegas dalam menindaklanjuti peraturan yang telah berlaku.

penerang, ama cdik 1 ﬁ aitkan fakta-
fakta yang e arsi alipenelitian perlu
adanya selllg 3 imberfikir untuk
memecahkafifsel I ol ) sebab itu perlunya ‘e §hiteori-teori yang
berisi pokokspe pikira menjel - 8 4} pandang mana

masalah te

adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar
manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya
sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau
pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan

kewajibannya.

11 Effendy, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal.224.
2Hadari Nawawi, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 2001, hal. 9.
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Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan
manusia.Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern

yang terlalu banyak dan terlalu sedikit.Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2

orang atau bend dalam ukuran yang
telah d ‘ atau hasil
yang sa gff flap proporsi

2) Keadila adalah pe 2 an@ sesuai dengan
i relah al : at Kapasitas dengan

3) Keadile [ | alak y sesuai

engenai sesuatu

hal, baik menya | ane > fi Isuf Amerika

institusi sosial,

tempatnya Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa
Arab.Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan
kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah,
menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan

sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat,

BW. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum ,
Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 162
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berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat
melaksanakan kewajibannya.

Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi

kedalam beberap pg_dik lut ilmu pengetahuan

Wy,

yaitu:4
a.
> pada masing-
g diutamakan
ang. Keadilan
dividu. Di sini
b.

individu  dan
masyarakat/negara. g~ ditekankan  bukan  asas
kesamaan/kesetaraan (prestasi Sama dengan kontra prestasi). Melainkan,
yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan
berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan.Keadilan jenis ini berkenaan

dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan,

kebebasan, dan hak-hak.

14 Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 1995, hal. 129-130
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c. Keadilan legal (lustitia Legalis)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang.Yang menjadi

objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat.Tata masyarakat itu

dilindungi al_adalah terwujudnya

SNty

| jud ketika

epada masing-

langgaran atau

b L LY

ewajiban untuk
syarakat, yaitu

2orang  berusaha

Keadilan Kreatif (lustitia Creativa)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing
orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan
kreativitas yang dimilikinya.Keadilan ini memberikan kebebasan kepada
setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang

kehidupan.
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f. Keadilan Protektif (lustitia Protectiva)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau

perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan

bila dalam
penerapann esual i iz ¥ an hukum adalah
keadilan.Ke: rpenul bilc S , masyarakat

diatur/digunaké ] ase . 3bdhagiaan dengan

pribadi maka hak-hak yang me Setiap pribadi mendapat legitimasi
untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses

perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara

®R. Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan
Masyarakat, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 16
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lainkerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang
dinamakan primary goods (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).®

Carut marut dalam dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia

menjadi s ~ as ' 15’ hal bukan ahli
pidana, sehinggaldidala : um iR ahiparadox dengan

hukum itu Semelifi aki henegakannya ti epdan hukum yang

dapat memelihara eimba gan, Kkeserasian dan
masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang
terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-

kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai

16 Rena Yulia, Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan), Graha llmu, Yogyakarta,
2010, hal. 134
YEdiwarman, Op.Cit, hal. 6
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validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai

value).*®

2. Teori Welfare State (Negara Kesejahteraan)

itik, negara adalah

‘ ‘ \H\\“ .’a arakat yang

pertentangafiNe ; 3 ; ilayah dapat

memaksakafike a3 ecara sah @ il pan kekuasaan

yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang
membahayakan; dan
(b) Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-

golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.

18 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme,
Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 67-68
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Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi
kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan

bekerjasam
tujuan ter

(bonum puk

tujuan

(1) Melaksanakan penertiban (law and order); untuk mencapai tujuan bersama
dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus
melaksanakan penertiban, dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai

stabilisator;

¥Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik (edisi reevisi). Jakarta: Gramedia, 2008, hal. 48.
2lbid, hal. 54
2|bid, hal. 55
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(2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini
fungsi ini sangat penting terutama bagi negara-negara baru;

(3) Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari

a negara untuk
mengelola ¢ tujuan negara
yaitu men ini  kemudian
diterjemahka

sebelumnya i ar at - apakeh s gara betul-betul

Goodin negara kesejahteraan (welfare State) bukan hanya satu bentuk saja, tetapi
memiliki banyak ragam program dan kebijakan (programmes and policies) dan
kombinasi yang berbeda.Secara detail, ada beragam model negara kesejahteraan
yang sudah berkembang, khususnya di negara-negara maju di Eropa dan

Amerika.Perbedaan model negara kesejahteraan biasanya dikarenakan perbedaan

22|pid, hal. 56
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penekanan tujuan dalam kebijakan setiap negara, yang disesuaikan dengan

kondisi, situasi, dan realitas yang mereka hadapi?®. Menurut Goodin negara

kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada

kesejahteraan masyarakat;

b. Adanya kemampuan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya
juga menjadi ukuran kesejahteraan warga negara. Kemampuan itu
dimungkinkan bila mereka sudah mendapatkan gaji yang lebih dari

cukup. Bagaimana mungkin mereka dapat menabung atau membuat

23 Henry TSimarmata, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijkan dan
Perbandingan Pengalaman. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008, hal. 19
24Ibid, hal. 19-20
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asuransi secara pribadi ketika gaji yang mereka terima sangat jauh dari

cukup. Karenanya, kelayakan gaji menjadi pengandaian bagi inisiatif

untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya;

tujuan sekaligus juga menjadi alat ukur kesuksesan dalam menjalankan
sistem negara kesejahteraan.
Menurut Goodin, terdapat enam hal yang dijadikan sebagai alasan
mengapa memilih negara kesejahteraan, yaitu?:

a. Untuk mempromosikan efisiensi ekonomi;
b. Untuk mengurangi kemiskinan (reducing proverty);

21pid, hal. 21
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¢. Untuk mempromosikan kesamaan sosial (promotingsocial equality);

d. Untuk mempromosikan integrasi sosial atau menghindari eksklusi
sosial (promoting social integration and avoiding social exclusion) ;

e. Untuk mempromosikan stabilitas sosial (promoting social stability);
dan

Untuk memg

mosikan otonomi atau kerpahgirian individu (promoting

mengapa

o o
=
D
—
o
>
o
—h
=
o
3

society;
¢ $life-cycles;

tentang Negara

Kesejahtera, ederhana, sebagai

berikut:

a. ang : a erbatas, atau bersyarat, dan

Upaya negara yang [eB fipusatkan pada upaya menciptakan

skema pembiayaan supaya warga negara dapat berpartisipasi (kembali)
dalam arus besar ketenagakerjaan; dan

c. Secara sekaligus, pengembangan industri dan perdagangan
dikembangkan terlebih dahulu untuk menciptakan akses atas barang dan
jasa, serta daya beli yang berkelanjutan.Contoh negara penganut model

ini adalah: Amerika Serikat, Kaanada, dan Australia.

% DarmawanTriwibowo & SugengBahagijo,Mimpi Negar Kesejahteraan. Jakarta: LP3ES, 2006,
hal. 37
?7Ibid, hal.31-33
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2. Model Konservatif (Korporatis, Continental Europe) dengan ciri-ciri

meliputi:
a. Negara mengusahakan skema kesejahteraan yang dikelola oleh negara;

b. ' gani bukan satu-satunya

meliputi:

a. Satu skema pajak dipakai untuk membiayai keseluruhan pembiayaan
skema kesejahteraan;

b. Skema kesejahteraan ini mencakup layanan yang menyeluruh dengan

standar setinggi-tingginya, dan akses yang semudah-mudahnya
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(universal coverage), warga negara dianggap mempunyai hak atas
pengaturan skema kesejahteraan(prinsip equity); dan

c. Kebijakan negara diarahkan pada integrasi industri dan perdagangan

3gara penganut model

S Namaattyy 5

membutuhk

dan secara 0 tenaga kerja

3
o
QAR
@D
—
jab}
jab}
>
~—+
@D
-
[%2]
@D
o
c
~—t

dibedakan endidikan  dan

Laaae

emiliki keahlian

atakan memiliki

c. Tenaga kerja terdidik, merupakan tenaga kerja yang telah ahli dalam
bidang pekerjaan tertentu dan memiliki pendidikan cukup yang tinggi.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (recstaat),

tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (machstaat).Untuk itu segala sesuatu

yang menyangkut dengan hubungan dan aktifitas manusia di tengah-tengah

28 Mulyadi Subri, Ekonomi Sumber Daya Manusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 23.
2%Sadono Sukirno, Op Cit, hal. 6.
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masyarakat diatur oleh suatu aturan hukum dalam menentukan hak dan
kewajibannya sebagai subjek hukum.

Dalam hal untuk terciptanya keseimbangan dalam masyarakat diperlukan

ataupun Jikan,piftak 1 angan tat: an hubungan

industrial dan
pekerja.Pengli alal i 1 1{!’ ogi dan usaha
yang bertuj ‘ I suatu Keuntungan. Seda aKerja atau buruh
adalah pihakiydng beke 2 Jam menjala kan usaha ingusaha (yang
mempunyai € ; hji atau imbalan.

berada di atas pekerja, namun keberhasilan dan keuntungan usaha sangat
bergantung pada pekerja yang bekerja, apabila pekerja nyaman dan mendapat
perlakuan yang adil dari pengusaha, maka produktivitas pekerja akan maksimal,
sebab mereka memandang keuntungan perusahaan adalah sebagai berkah bagi

kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
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Seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat,
pekerjaan yang layak sangat dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia,

namun dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada dan ditunjang dengan

gkinkan setiap orang

0 iri ten ‘
- aan Y U.‘

i -t g -
karena tenag@gke o er A g@iidan menunjang
pembanguna onesia. : aflg paling penting

didalam keh : atu hangsa, karena : satl faktor penentu

peraturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia menunjukkan kepedulian dari
pemerintah untuk mengakomodir seperti kebebasan berserikat dan berkumpul
bagi warga negaranya dengan maksimal. Kedua, sanksi kepada organisasi
masyarakat yang berlawananan dengan nilai Pancasila di Indonesia diatur dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,

30 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him.
16-18
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tetapi dalam realitanya harus ada perbaikan terhadap penerapan sanksi terhadap

maraknya organisasi masyarakat yang radikal dan anti Pancasila.

E. Konsep Operasional

berpartisipasi dalam pembangunan agar tercapainya tujuan negara
Republik Indonesia®
4. Pelaksanaan adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan

31 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/, akses 20 November 2020

32 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/, akses 20 November 2020

33 Definisi Organisasi Masyarakat, id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_massa, akses 20 November
2020
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dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang
diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya

mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses

lanj A, atau kebijaksanaan

N Y \\\\“ .0‘

y yaitu penulis

bagaimana kenyataan dilapangan terkait peran organisasi masyarakat
melayu di kecamatan Mandau dalam mengupayakan pelaksanaan program
penempatan tenaga kerja lokal sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2004

Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal di kabupaten Bengkalis.

34 Arti Pelaksanaan, Unila, digital library: http:/digilib.unila.ac.id/4718/11/BAB%2011.pdf, akses
20 November 2020

SMulyadi, Op Cit, hal. 19.

3% Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 42.
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2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan diwilayah Kabupaten Bengkalis khususnya

Kecamatan Mandau.Penulis tertarik menjadikan lokasi ini menjadi objek

penelitian ini

yang dapat

it, sehingga

Responden

1 | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kecamatan Mandau

1

2 | Ketua Organisasi Masyarakat Melayu Kecamatan
Mandau

1

Sumber Data : Data olahan tahun 2021

37 Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi,Uir Press, Pekanbaru, 2017, hal. 17
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4. Sumber Data
a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui

penelitian ini

yang dilakukan

data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan
jenisnya dari masalah pokok yang diteliti dan data yang diperoleh dari
wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian
kalimat.Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya penulis melakukan

analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada

pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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7. Metode Penarikan Kesimpulan
Penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif

yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap

A )

o
o
@
"
ry
g
‘
’
¢

e
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BAB I1

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum ang Kecamatan Mandau

merupakan
salah sa ¢ 3 dalé i ?, Stra8l  Kabupaten
Bengkalis duk sebanyak
250,529 Jiwe an Mandau pada ade -ﬂ Kelantan yang
saat ini beragde ah kabupaten Siak'y Mandau. Pada
tahun 1960 § : : pindal g pertamannya di

Simpang Pokbk |, Padatahui <antor pindah ke Jalan

Sudirman N 5 Buri sa at ini avah ke ﬂj an Mandau saat

d. Sebelah Barat berbataSa ecamatan Bathin Solapan

Sedangkan letak wilayahnya berada pada 0°56’12”Lintang Utara sampai
dengan 1°28’17”Lintang Utara dan 100°56’10” Bujur Timur - 101°43°26” Bujur
Timur.

2. Penduduk
Berdasarkan luas wilayah 912,47 dan jumlah penduduk sebesar 250,529

jiwa maka akan menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 263 yang artinya
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dalam setiap 1 km2 dihuni sekitar 263 orang. Jumlah penduduk Kecamatan
Mandau sebesar 250,529 jiwa yang terdiri dari 126,966 jiwa laki-laki dan 123.563

jiwa perempuan.Kecamatan mandau memiliki jumlah keluarga sebanyak 59.583

Seca

yang status

dilihat dari erintala iri-dari | & g dipimpin oleh

yang Dberstatus desa

Batang Dui, Simpang Padang, Pematang Obo, Air Kulim, Buluh Manis Pamesi
Dan Bathin Sobanga. Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan disuatu
desa/kelurahan di Kecamatan Mandau sangat tinggi, terlihat dari jumlah perangkat
desa perempuan berjumlah sebanyak 88 orang, dari total keseluruhan jumlah

perangkat desa 186 orang, sedangkan 98 orang perangkat desa laki-laki. Pada
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awal tahun 2017 tepatnya bulan Maret Kecamatan Mandau mengalami pemekaran
wilayah administaratif dimana dipecah menjadi 1 Kecamatan baru vyaitu

Kecamatan Batin Solapan.Dengan terpecah nyakecamatan mandau maka beberapa

Desa/Kelurahan ads ministrasi Kecamatan

““““ .QQ‘ da lingkup

Timur, Gaj ang Pt 3atilin Betuah, Dan
Harapan B an kelurahan/ de Q_ e k€Galam kecamatan

Bathin Solaps ra lain: Desa ﬁ.{ : a#Bathin Sobanga,

proses perumusan dan penentuan letak wilayah kecamatan.
4. Pendidikan dan Soial Budaya

Pendidikan merupkan faktor terpenting dalam menciptakan menusia yang

berkualitas dan berintegritas terutama di dalam era kehidupan saat ini.

Sehubungan dengan itu, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat akan

mendukung keberhasilan dan kemajuan pembangunan di suatu daerah. Karena
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pada dasarnya kemajuan suatu daerah salah satunya harus di dukung oleh sumber

daya manusia yang berkualitas.Jumlah sarana pendidikan di wilayah kecamatan

Mandau relatif banyak dan cukup merata di seluruh desa/kelurahan. Sarana

sektor industri dan pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian
kemasyarakatan di Kecamatan Mandau dimana terdapat tiga industri besar dan
satu industri besar yang beroprasi di wilayah kecamatan mandau.Sedangkan
untukindustri kecil terdapat 62 unit dan industri mikro sebanyak 863 unit
sedangkan sektor pertanian di isi dari sektor perkebunan karet dan perkebunan

kelapa sawit.Selain sektor industri dan pertanian, perdagangan dan budidaya
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perikanan di kolam juga merupakan salah satu penggerak perekonomian di
Kecamatan Mandau.Sebagai wilayah perlintasan antar Provinsi dan antar

Kabupaten Kecamatan Mandau memiliki sarana perdagangan dan akomodasi

menjadi fokus
sentral kehi@lips : alau i Jed] 3 pelayanannya
untuk seme

kaku, “dingin”,

tanpa kepriba bunganhubungan

luwes dan modern
mengemukakan b tutup yang berkaitan
dengan lingkungan yan@ suatu sistem terbuka yang

harus, bila ingin mempertahanka JStingan hidupnya, menyesuaikan diri
dengan perubahan-perubahan lingkunganya.®Organisasi adalah suatu sistem yang
dibentuk oleh manusia. Sedangkan sistem adalah komponen yang mempunyai

hubungan dengan yang lain. Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang

sedang bekerja bersama melalui pembagian tenaga kerja untuk mencapai tujuan

38 Nicholas Henry, Administrasi Negara dan Masalah Kenegaraan, Terjemahan Luciana, Rajawali
Pers, Jakarta,2010, hal.71.

52



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

yang bersifat umum. Definisi organisasi para ahli dapat dirangkum sebagai berikut

1. Organisasi adalah integrasi impersonal dan sangat rasional atas sejumlah

gaESistem  kegiatan

sliatu lingkungan

kemitraan, keswadayaan, dan partisipasi publik. Organisasi Kemasyarakatan
merupakan wadah penyalur kepedulian dan kesadaran sosial dan politik
masyarakat terhadap berbagai masalah public actual.Oleh karena itu, kegiatan
Organisasi Kemasyarakatan hampir selalu bersinggungan dengan isu-isu publik

khususnya terkait langsung dengan permasalahan riil di masyarakat.Permasalahan

39 Tri Pranadji, Naskah Akademik RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jakarta, 2021, hal.7
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seperti kemiskinan, tersumbatnya hak-hak sipil/politik, ketidakmerataan akses

terhadap sumberdaya ekonomi, degradasi kualitas lingkungan hidup, rendahnya

tingkat pendidikan, konflik sosial dalam pluralism kehidupan sosio-politik-

Karakter Utama LSM adalah mengatur diri sendiri, swasta, nirlaba dan
memiliki misi sosial yang jelas, melekat pada masyarakat sipil, yang
berbeda dari masyarakat politik. Walaupun mereka dapat bersuara sama
dalam perdebatan politik, mereka tidak bersatu untuk mengikuti pemilihan

umum atau mengendalikan tombol-tombol kekuasaan Negara, seperti

40 Adi Suryadi, Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, Pustakan LP3S
Indonesia, Jakarta, 2006, hal.18.
41 LisaJordan, Akuntabilitas LSM, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2009, h.12.
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layaknya partai politik. LSM juga memberikan pelayanan atau advokasi

untuk mengangkat suatu isu-isu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pasal 1 ayat

agencies/org

organization

Pada tahun 1983 may0 asi Masyarakat Indonesia sepakat
untuk mengoptimalkan nama kolektif Lembaga Pengembangan Swadaya
Masyarakat (LPSM) — Self Reliant Community Development Organisations.
Penggunaan istilah NGO dikurangi karena non government’ diinterpretasikan
sebagai,,anti pemerintah“.Mereka juga menggunakan istilah adat terhadap

pemakaian istilah NGO umum dari barat.Kemudian istilah Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) digunakan untukmembedakan kelompok masyarakat lokal.
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Organisasi adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara
tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentutidak

mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau

merupakan {keeénderungan alamiah yang terdapat™e s8tiap masyarakat

manusia i : t jelas a lalam aktivitas
karena pada

hi kebutuhannya

Rabiul Akhir 1390 H (6 Juni 1970 M) di Pekanbaru, dengan nama Lembaga Adat
Daerah Riau. Pemrakarsanya, tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar dan
profesi, yaitu pejabat pemerintahan, ulama, ilmuwan/cendekiawan dari perguruan
tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan, dan orang patut-patut yang

berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau.Dari kalangan

pemerintahan, tokoh utama pembentukan lembaga ini ialah Gubernur Riau waktu
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itu, Arifin Achmad. Sewaktu pembentukan, beliau menyatakan, “Perlu adanya
perkumpulan pemuka adat Melayu Riau yang berbentuk sebuah Lembaga Adat

untuk menggalang persatuan, kesatuan, pendapat dan pikiran serta

membangkitkan b pendahulu di Riau”.

aligy . ena
.@1‘ “HH‘&“‘ .e' s, dinamika

undangan i h g gmlan di  kantor
Gubernur Rig ' : dulRachman yang
merupakan . ) an Gube ia 12 pEFenTUiafl tersebut Datuk

Wan Abdurt Raéhman me ik an da 3 ubernur Riau Arifin

Rachman dengan suara bulat para pemuka adat sebagai pemuka masyarakat Riau
yang diwakili oleh pemuka-pemuka adat dari kesatuan adat bekas kerajaan
Melayu Riau, setuju dibentuk Lembaga Adat Melayu Riau yang diberi nama
Lembaga Adat Daerah Riau. Lembaga Adat Riau di resmikan oleh Gubernur
Kepala Daerah Provinsi Riau Brigadir Jenderal Arifin Achmad pada tanggal 9

September 1970, yang di hadiri oleh semua pengurus Lembaga Adat Daerah Riau,
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para pejabat pemerintah daerah, Wakil Gubernur Riau Dt.Wan Abdur Rachman,
Residen Selamat Mulyono, Sekretaris Daerah Tengku Muhammad, staf pada

Kantor Gubernur Tengku Bay, Drs. Imran Nasution BPH, Walikota Pekanbaru

dan Anggares ang : tersebut. Anggaran
Dasar dan TAEPE g u ini disahkan
dalam MusyaWa 3658  Adat | ‘E U, padastangoal 21 Februari

v L H‘
1971.Pada pegiec A : : eruk 8af dan Anggaran

sejahtera dalam tatanan masyarakat madani di Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Misinya antara lain :
a. Memperkuat/ memperkokoh jati diri masyarakat Melayu.
Kegiatan ini ditumpukan pada pelestarian (penggalian, perlindungan,
pengembangan dan pemanfataan) :

1) Nilai-nilai dan norma dalam adat budaya Melayu.
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2) lIstiadat/ resam/ tradisi, yaitu kebiasaan berpola warisan masa lampau
masyarakat Melayu Riau.

3) Karya/ artefak, yaitu ekspresi dan benda-benda peninggalan masa

Sementara itu Program Pokoknya :
a. ldentitas: pelestarian (penggalian, perlindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan) adat dan budaya Melayu Riau, baik yang bersifat bendawi
maupun yang bukan bendawi, seperti senibina (arsitektur) Melayu, pakaian
Melayu, huruf/tulisan Arab Melayu, upacaraupacara, seni, bahasa Melayu

dan keragaman dialeknya;
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b. Penanaman (internalisasi) nilai-nilai, norma, dan adab Melayu Riau di
lingkungan pendidikan dan ruang publik;

. Revitalisasi hukum dan aturan adat Melayu Riau di tengah-tengah

C. Tinjauan Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pokok
Ketenagakerjaan pasal 1 disebutkan: Tenaga Kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Kusumowido,

Tenaga Kerja (Man Power) adalah seluruh penduduk dalam suatu negara yang
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memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan

jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.*? Sedangkan menurut

Mulyadi, Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64) atau

42 Kusumowido, Perkembangan Teori di Bidang Sumber Daya Manusia, Jakarta: LPFE Ul
Martono, 2002, hal. 93

4 Mulyadi Subri, Ekonomi Sumber Daya Manusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.
5

4“payaman J. Simanjuntak,Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Penerbit FE Ul, Jakarta,
2001, hal. 5

“Mitha Thoha, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, Rajawali Press, Jakarta,
2009, hal. 50
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c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu mereka yang
melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan

karena hanya mengandalkan tenaga kasarnya.

adi kesimpulan dari

' \\\‘ .9&

p8Ngawasan serta
macam jenis
pekerjaan. egitu besar peran
tenaga kerja diberi latihan-

latihan kh

adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan
pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuan. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan

untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja

“®Ibid., hal. 67
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dapatmemperoleh  pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai

dengan kebutuhannya.

aaksud dalam ayat (1)

““““ ..a pg meliputi

antar kerja 3 | me pe s k memperoleh
pekerjaan
untuk mem

giéfagakerjaan ini,

13 Tahun 2003

upaya peluasan

industrial.Lebih lanjut merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Pasal 18,
pengusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Perda ini wajib mengupayakan
bertahap dalam waktu 5 tahun pertama pengisian lowongan pekerjaan di

perusahaanya diisi oleh tenaga kerja lokal minimal 50 persen dan pada 5 tahun

4Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Asdi Mahasatya,
Jakarta, 2001, hal. 33
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berikutnya minimal menjadi 75 persen dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di

perusahaannya.

Selanjutnya berdasarkan pasal 20 ayat (1) bahwa untuk mengetahui

diharapkan penempatan tenaga kerja lfokal tersebut berpihak pada hukum yang
berlaku.Tenaga kerja lokal yang dimaksudkan dengan tenaga kerja yang berasal
dari Kabupaten atau Kota dan daerah lain yang lahir di kabupaten datau kota
secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu atau

berdasarkan perkawinan campuran.
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Keputusan Gubernur: Kpts 344/VI111/2000 tentang penempatan Tenaga

Kerja Lokal mencakup beberapa hal, diantaranya adalah kewajiban pengisian dan

pendaftaran lowongan pekerjaan yang ditujukan bagi pihak perusahaan dan atau

. Jika sudah dilakukan segala daya upaya dalam pengisian lowongan
tersebut, namun belum dapat diisi oleh tenaga kerja lokal
makaperusahaan atau pengurus diperbolehkan mencari tenaga kerja dari
daerah lain setelah izin dari bupati atau walikota tempat perusahaan itu

berdiri.
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Pengaturan mengenai tenaga kerja lokal tersebut kembali disempurnakan
sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap tenaga kerja lokal, yakni melalui

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Lokal.Tenaga keg dan lahir di Kota

‘q‘ h_tenaga ke .‘-{g‘ g
A ERRRnNt iy
<

. gal di Kota

n 2002:
1) Kerja dalam

permohonan

2) ian loyanoan pe B¥memprioritaskan

3) isi onaga el usahaan harus melalui

perusahaan dengan Dinas Tenaga Kerja.
Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002:

1) Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh tenga kerja lokal karena

belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, pengusaha dapat

merekrut pencari kerja dari kabupaten/kota lain baik dari dalam maupun

luar Provinsi Riau.
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2) Pengusaha yang mendatangkan tenaga kerja dari kabupaten/kota baik
dari dalam maupun luar Provinsi Riau, harus dilakukan melalui

mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

6 _ayat (1) Peraturan

N ‘ \\\\“ .P.

yang ada.
memperol : @ ; 5 : - Daikan tentang
lowongan peke 8Cara . Ditegaskan _ Jang Nomor 13
Tahun 2003 ‘hahwass | iap tenaga | d kesempatan yang sama
tanpa diskriminasi U . perjelas lagi di

dalam Pasal Y@ aturan Dae 0 2 yang berbunyi

hendaknya pelayanan terhadap tenaga Kerja lokal diprioritaskan dari tenaga kerja

lain, dengan catatan tenagakerja lokal memiliki skill yang dibutuhkan. Lebih
tegasnya adalah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 yang telah
ditetapkan serta dibawah koordinasikan Dinas Tenaga Kerja, maka pihak
perusahaan dan/atau unit usaha yang ada di lingkungan Kota Pekanbaru haruslah

memperhatikan eksistensi tenaga kerja lokal dalam penempatan tenaga kerja.
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Putra daerah tentunya juga memiliki pengetahuan dan skill yang tidak
berbeda degan tenaga kerja lain, sehingga sewajarnya pihak perusahaan

mendahulukan tenaga kerja lokal jika memang membutuhkan tenaga kerja. Selain

sasal 22 Perda Nomor

‘ ‘ \‘\“‘ .9@. arkan pasal

itu, pihak pengu

oleh Dinas{iené 5 a F : : bahwa setiap
pembuatan g . Aryawa G 3 eflipakan sumber
Pendapatan 2['8 ) Ko kanba £5d 000,- (sepuluh
ribu rupiah
dibebankan
Provinsi Riau al, sejahtera dan

berbudaya tah : afld strategis bidang

tenaga kerja ini untuk mencapai sasaran yang telah diamanatkan visi dan misi
tersebut, yakni:

a. Meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja, melalui

peningkatan pelatihan tenaga Kkerja, keterampilan tenaga Kerja,

peningkatan fasilitas sarana dan sarana latihan tenaga Kkerja,

68



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

pengembangan balai latihan kerja menjadi 4 wilayah dan pembinaan
tenaga instruktur.

b. Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui pola

ketenagakerjaan,

Kesehatan Kerja

sarana dan prasarana

aparaturmelalui peningkatan kenyamanan, keamanan, ketertiban kerja
pegawai serta kesejahteraannya.

Penempatan tenaga kerja merupakan salah satu kebijakan yang ditujukan

untuk meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang ada,

terutama tenaga kerja lokal. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Pekerja/buruh sebagai
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warga Negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat,

berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan san menjadi anggota serikat

erja lokal

ahun 2003
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

iliki potensi,
kemampu ategori tertentu
untuk beke berhasil guna
bagi dirinyz alam Peraturan

Daerah Kabug : i e sllempatan Tenaga

Tahun

13

2003  Tentang
Ketenagakerjaan Pasal 1 yang berbunyi “Tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun untuk masyarakat™*°.Dalam upaya

pemerintah memperhatikan mengenai ketenagakerjaan masyarakatnya disetiap

4 payamanSimanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE Ul, Jakarta, 2001, hal.
5
4 Pasal 1, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai penempatan
tenaga kerja lokal, yang dimana Peraturan ini ditujukan kepada perusahaan-

perusahaan yang beroperasi disetiap wilayah negara Indonesia agar

memperhatikan

rangka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai penempatan tenaga kerja
lokal di dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 dikarenakan adanya
tindakan diskriminatif pada tenaga kerja tempatan dengan memberikan alasan
bahwa kemampuan dan bakat yang dimiliki tenaga kerja lokal masih rendah dan
belum cukup untuk perusahaan memberikan peluang kerja kepada tenaga kerja

tempatan. Maka dengan demikian Dinas Tenaga Kerja dapat memberikan
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himbauan kepada perusahaan-perusahaan agar memperkerjakan tenaga kerja lokal
dan dapat menghindari pandangan negatif dari masyarakat tempatan kepada baik

perusahaan maupun karyawan perusahaan.

Selanjutnya¥pad g but ghiap pihak yang

membutuh

mengisi peluang kerja padahie arak banyak yang memiliki

kemampuan untuk mengisi lowongan pekerjaan.Memilih tenaga kerja tempatan
belum benar benar optimal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan unit usaha
yang melakukan operasi di wilayah Kabupaten Bengkalis ini. Masalah lain yang
terjadi adalah tidak semua perusahaan berinisiatif dan melaksanakan

kewajibannya dalam melaporkan jikalau adanya lowongan pekerjaaan baik

kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun masyarakat setempat sesuai
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Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 Tentang wajib lapor lowongan

pekerjaan.

Demi meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat maka perlu

(2) Handphene

sumber d3

4 Tahun 2004 tentang penempatan tenaga kerja lokal yang berbunyi:*“Setiap
Pengusaha atau pengurus wajib mengusahakan dan mengupayakan secara
maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka diperusahaannya diisi oleh
Tenaga Kerja Lokal, baik yang terampil maupun tidak Terampil”, maka dari itu

organisasi masyarakat melayu setempat turut berpartisipasi dalam

%0 Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2011,
hal.24.
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memperjuangkan hak-hak tenaga kerja lokal agar mampu bekerja dan bersaing
dengan karyawan perusahaan dan mengurangi jumlah tenaga kerja lokal yang

belum bekerja sehingga dapat memperbaiki perekonomian dan dapat meningkat

pembangunan dimana perusahaan-

a abupaten Beng <%
'ﬂ“‘m‘.“‘ .03 tif dalam

Peraturan

Hal itu dilakukan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bengkalis dapat bertindak selaku wadah yang menaungi masalah ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wakil ketua organisasi Adat
Melayu Kecamatan Mandau Bapak Irfan Sofian mengatakan bahwa selama ini
sangat disayangkan sekali kurangnya perhatian dari perusahaan swasta untuk

memperkerjakan putra asli Kabupaten Bengkalis untuk diterima bekerja sebagai
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karyawan diperusahaan swasta. Maka dari tujuan wadah organisasi melayu ini
untuk menyalurkan aspirasi masyarakat khususnya bagi calon pencaker yang ingin

bekerja di daerahnya sendiri.>!

Republik

1,2dan 3

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja berdasarkan asas terbuka, bebas,

obyektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi (Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang

No. 13 tentang Ketenagakerjaan).Penanganan masalah ketenagakerjaan dititik

SIHasil wawancara penulis dengan Bapak Irfan Sofian, selaku wakil ketua organisasi Adat Melayu
Kecamatan Mandau pada tanggal 11 Mei 2021
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beratkan kepada upaya penempatan tenaga kerja melalui jalur-jalur kesempatan
kerja.>

1. Pendaftaran pengangguran

an ALY

e,

jnya se
w
w} 0 €
19 A
’
%
2 (B

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan
peranannya.Hal ini perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis dalam menempatkan tenaga kerja yang profesional sehingga
menghasilkan tenaga kerja yang mampu bekerja sesuai dengan tujuan dari

pengguna tenaga kerja. Pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja lokal di

52 Sendjun Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta,
2001, hal. 32
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Kabupaten Bengkalis diatur dalam Perda Kabupaten Bengkalis No. 4 tahun 2004
Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “Pelaksanaan Pelayanan Penempatan Tenaga

Kerja Lokal terdiri dari; (1) Dinas/Kantor yang menangani masalah

intah Daerah

menghilangkah Kesenjanga ni serta kecambullic 81 @htara karyawan
L - "-'

perusahaan A 3 @l - bahk: : PErusahaan yang

bersangkuta

Kabupaten B

Peran

Lokal dengan menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan
kualifikasi keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan yang telah
tercapai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan BapakNazly, sebagai
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja menyatakan bahwa
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2004

Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal pada dasarnya ditunjukan untuk
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kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat pencari kerja agar

masyarakat pencari kerja dapat mengetahui mengenai pelaksanaan program

penempatan maka Dinas Tenaga Kerja melakukan kegiatan sosialisasi ke setiap

gSwasta (LPTKS)

yang tidak me TEIIE aLakat telah memahami

Selain lebih waspada dan berhati-hati, masyarakat pencari kerja juga lebih

pandai menyikapi di dalam hubungan pekerjaan, misalnya ketika mereka
mendapatkan permasalahan di dalam perusahaan setelah ditempatkan, mereka
akan menghubungi Dinas Tenaga Kerja supaya nantinya bisa dibantu untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian juga, ketika mereka merasa

%3Hasil wawancara penulis dengan Nazly, SH, sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja pada tanggal 8 Mei 2021
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mendapatkan perlalukan tidak adil dari perusahaan misalnya jam kerja lembur,
mereka pun juga akan melapor ke Dinas Tenaga Kerja.

Hal tersebut karena masyarakat pencari kerja telahmemahami peran dan

tanggung

pencari kerja dengan pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan
penempatan, dan bekerjasama dengan BalaiRehabilitasi Terpadu Penyandang
Disabilitas (BPTPD) supaya dapat memberikan kesempatan kerja bagi tenaga

kerja penyandang disabilitas lulusan BRTPD yang masih menganggur.

%4Hasil wawancara penulis dengan Nazly, SH, sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja pada tanggal 8 Mei 2021
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Pelajaran yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dari pelaksanaan kegiatan
job canvassing adalah perlu melakukan kunjungan ke perusahaan yang banyak

membutuhkan tenaga kerja laki-laki supaya dapat menyerap lebih banyak pencari

memperpanja aksanaghfy . ebih banyak

pencari a, JPErusahaanap juge diperbanyak
Khususnya
dari pelaks
gencar melakifkan sosialisasi terkait Kuota ket aflisahaan supaya
dapat meningkatkan, 0 n perusahaa li-'mu 2 pikesempatan bagi

tenaga ke dapat rutin

yang
mempertimbangkan
diperjakan.
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Nazly selaku Kepala
Bidang Penempatan dan Perluasan kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bengkalis menyatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
Lokal di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis dalam program penempatan

tenaga kerja lokal adalah untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang
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sesuai dengan kualifikasi,keterampilan, minat, bakat, dan kemampuan. Untuk
mencapai tujuan tersebut dilakukan pencocokan antara kualifikasi pencari kerja

dengan persyaratan lowongan pekerjaan yang tersedia oleh Dinas Tenaga Kerja.>®

perusahaa

wREN:

*2thENA

itu,berdasa

bahwa Img
Penempata

dalam prog

perubahan terhadap keunggulan yang saling menguntungkan dari individu,
kelompok, perusahaan dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan
narasumber Bapak IrfanSofian menyatakan bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja pun

sudah bekerjasama dengan perusahaan yaitu dengan adanya penyediaan lowongan

%Hasil wawancara penulis dengan Nazly, sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan
kesempatan kerja pada tanggal 8 Mei 2021

%6Hasil wawancara penulis dengan Bapak Irfan Sofian, selaku wakil ketua organisasi Adat Melayu
Kecamatan Mandau pada tanggal 11 Mei 2021
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kerja maka diperlukan sistem yang dapat mempermudah dalam mengelola
informasi lowongan pekerjaan, tinggl sekarang bagaimana cara pencaker ini yang

berjuang untuk bekerja di perusahaan swasta tersebut.>’

menampik

efektifmem

kemudian pihak Dinas Tenaga Kerja akan memverifikasi surat permohonan dari
perusahaan tersebut dengan melibat apakah perusahaan tersebut ada atau tidak
bermasalah, jika bermasalah maka pihak Dinas Tenaga Kerja tidak akan

memproses surat tersebut, jika perusahaan tersebut tidak bermasalah maka Dinas

S"Hasil wawancara penulis dengan Bapak Irfan Sofian, selaku wakil ketua organisasi Adat Melayu
Kecamatan Mandau pada tanggal 11 Mei 2021
%8Hasil wawancara penulis dengan Bapak Irfan Sofian, selaku wakil ketua organisasi Adat Melayu
Kecamatan Mandau pada tanggal 11 Mei 2021
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Tenaga Kerja akan mem proses surat permohonan tersebut dengan mengirim surat
keterangan hasil dari verifikasi ke perusahaan yang bersangkutan. Kemudian

perusahaan akan mengirimkan suatu berkas file ke pihak Dinas Tenaga Kerja

yang isinya terdigifdiag tikasi_pekerjaag : an oleh perusahaan.
% v e
;J;h W)y L33V ) .’

dengan

QAR AL AT

\ e
)
5
@
Q
)
S
<
D
w
=
D

=

Kemasyara
Tingkat Dg
instrukturn

lokal tertent

O

terlebih dahulu harus dibebani dengan program revitalisasi. Berdasarkan hasil
wawancara dengan sebagai Kepala Bidang Penemppak Nastly dengan adanya
Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan kegiatan ini
bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar lembaga guna meningkatkan

kepesertaan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

%Hasil wawancara penulis dengan Nazly, sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan
kesempatan kerja pada tanggal 8 Mei 2021
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Bentuk perlindungan tenaga kerja yang wajib dilaksanakan oleh setiap

perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut

harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan

perusahaan tidak mengikuti aturan yang berlaku maka dinas wajib memberikan
sanksi dan teguran. Teguran dan pembinaan merupakan cara dalam melakukan
pengendalian yang bersifat mendidik.®

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irfan Sofian yaitu dengan

memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin

®Hasil wawancara penulis dengan Nazly, sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan
kesempatan kerja pada tanggal 8 Mei 2021
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hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi
atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya

dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan

Kerja Kabupgtg jkalis™y denga lﬁﬂ n sosial tenaga
kerja, pembiféa atiha ' a ] ghaga kerja yang

produktif da

dan
anya evaluasi  dalam
pelaksanaan kebijakan tid plementasi Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal yaitu dalam
penilaian prestasi tenaga kerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan
untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai
dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Kegiatan penilaian kinerja sendiri dimaksudkan untuk mengukur kinerja

masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas
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kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif semisal pembinaan

berkelanjutan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa

kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Penilaian kinerja terhadap tenaga kerja

mereka telah Q' ore g
(penilaian kinerja) & QQ * dleh kondusi yang tidak
realistis semisal permaina . Al gainya. Jalan yang lebih berat
bagi pihak yang berwenang dalam melakukan penilaian adalah menentukan hal-
hal yang sebenarnya diharapkan tenaga kerja dalam pekerjaan saat itu, tetapi
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis ini tidak bisa memberikan penilaian,

sejauh ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis belum melakukan tindakan

dalam hal evaluasi tentang pencapaian tenaga kerja lokal.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nazly yang menyatakan

bahwa adanya evaluasi dalam pelaksanaan yaitu menentukan tingkat Kinerja suatu

kebijakan melalui evaluasi maka dapat diketahuiderajad pencapaian tujuan dan

bangkan dan

efektif semisal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nazly, sebagai Kepala

BidangPenempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bengkalis yaitu menyatakan bahwa dengan adanya evaluasi baik yang
dilakukan oleh intern ataupun ekstern dari suatu kebijakan/program, diharapkan

kebijakan-kebijakan kedepan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan-

®1Hasil wawancara penulis dengan Nazly, sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan
kesempatan kerja pada tanggal 8 Mei 2021
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kesalahan yang sama, dan ada beberapa alasan pentingnya evaluasi dilakukan
untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu

kebijakan mencapai tujuan dan mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau

gagal dengan mgii i an penilaian kinerja

“‘!““ .ea Ay jawaban

n yang sama,
asukan  bagi

langi kesalahan

peraturan daerah yang diterapkan. Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka
dapat disimpulakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Bengkalis sudah diimplementasikan dalam mengoptiamalkan penggunaan tenaga

kerja lokal untuk melindungi hak-hak tenaga kerja lokal, dengan adanya peraturan

®2Hasil wawancara penulis dengan Nazly, sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan
kesempatan kerja pada tanggal 8 Mei 2021
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daerah ini, diharapkan penduduk di Kabupaten Bengkalis khususnya di
Kecamatan Mandau bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang

ada di Kabupaten Bengkalis dengan tujuan agar dapat mengurangi tingkat

BengkalisumiLi 13 : 1 &' sitasyang baik

untuk meme
dan dari sisi

lokal untuk

tahun 2019 mengalami
aupun non lokal, hal ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki potensi untuk membangun
kawasan industri (Dinas tenaga kerja Kabupaten Bengkalis).

Interaksi dengan organisasi lain dilaksanakan dengan mempekerjakan
keterampilan dan kemampuan tenaga kerja secara efesien dan mengelola
perubahan terhadap keunggulan yang saling menguntungkan dari individu,

kelompok, perusahaan dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang
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diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa peran organisasi kemasyarakatan Adat
Melayu Kecamatan Mandau dalam mengupayakan penempatan Tenaga Kerja

Lokal di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis sudah terlaksana dengan

adanya interaksi_g enaga Kerja dengan

sty !\\\“ .90

kerja lokal d
melalui pelati Inat, pake Bpefluasan kesempatan

kerja.

Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Bengkalis sudah diimplementasikan dengan cara melaksanakan pelatihan dan
keterampilan diharapkan dapat membentuk skill atau keahlian yang dimiliki oleh
para pencari kerja sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan dan membantu
menyerap jumlah pengangguran di Kabupaten Bengkalis dan juga agar para

pencari keja bisa mandiri dalam mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang
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dimilikinya. Pelatihan skill atau kemampuan ini rutin di lakukan oleh Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya agar dapat mengatasi masalah

pengangguran di Kabupaten Bengkalis.®3

kerjabiasa ak il gffvenang  untuk

memberikangpe 1ag \ dan biasanya

merupakan atasan langsung secara hierarkis ‘atau juge daripihak lain yang

diberikan W ) ikan penilaian.

tindakan dalam hal evaluasi tentang pencapaian tenaga kerja lokal.

B. Hambatan organisasi masyarakat melayu di Kecamatan Mandau dalam
mengupayakan pelaksanaan program penempatan tenaga kerja lokal
pada perusahaan swasta

Penempatan tenaga kerja lokal saat ini di Kecamatan Mandau bahwa

dengan dikeluarkannya peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

®3Hasil wawancara penulis dengan Bapak Irfan Sofian, selaku wakil ketua organisasi Adat Melayu
Kecamatan Mandau pada tanggal 11 Mei 2021

92



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Penempatan Tenaga Kerja Lokal yakni memberikan kepastian hukum tenaga kerja
lokal dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai perusahaan yang beroperasi di

Kabupaten Bengkaliskhususnya di Kecamatan Mandau agar tidak dapat

mesti perlu di
perbaharui efiémpatan tenaga
kerja lokal 8Ng direncanakan
guna terwu afigurangi  jumlah
aka diperlukan
strategi yaitu Stigie aya sal dengan pelatihan

skill dan ketera _ ofll di perbaharui lagi

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis
Perluasan kesempatankerja bagi masyarakat pencari kerja dalam
memberikan informasi kerja, dinas tenaga kerja masih kesulitan karna masih

banyak perusahaan yang tidak melaporkan adanya lowongan pekerjaan dan juga

tidak adanya petugas pengantar kerja yang mencari informasi lowongan di
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perusahaan dan juga tidak pernah diadakannya bursa kerja agar pencari kerja
dengan mudah mendapatkan pekerjaan.

3. Kurang tegasnya Pemerintah Daerah

a tenaga kerja lokal

' ’ <UAe ks
yang bei !‘..H\“ .96 | al tercapai,
Qf baik sesuali
ol
o
o

dénya peraturan

R,
Ay

rogram yaitu

daerah ini, ' juduk di : mendapatkan
pekerjaan aan-perusahaan yang PBEngkalis dengan
tujuan agar ‘dapat m i tingkat | per gat meningkatkan

kesejahteraafy testite l. g’ berikan kepada

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan agar terlaksana sebagaimana
mestinya dan pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadapperaturan tersebut, langkah pengawasan yang pertama
dilakukan dinas tenaga kerja yaitu dengan melakukan himbauan kepada
perusahaan, tetapi apabila perusahaan tidak mengikuti aturan yang berlaku maka

pihak dinas tenaga kerja wajib memberikan sanksi dan teguran.
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4. Kurang terjalinnya kerjasama yang baik
Kurangnya interaksi organisasi masyarakat Melayu Kecamatan Mandau

dengan Dinas Tenaga Kerja dan dengan Perusahaan, maka penempatan tenaga

fgal dapat diambil
l
&

b dakan koreksi

~
g
Taf

Hlin 2004 Tentang

pekerjaan. Dari

dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Dinas Tenaga Kerja diharapkan
dapat memberikan informasi dan data ketenagakerjaan yang dapat dijadikan

langkah awal dalam upaya mengatasi permasalahan dibidang ketenagakerjaan.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

“ A.Rembahasan oo akukan, maka dapat
L1 IS M Y

1. Pe as\/a . dau Dalam

|

Kerja Lokal
A Tahun 2004
Bengkalis bahwa
dengan Dinas

pamun dikarenakan

pada perusahaan swasta sesual peraturan daerah nomor 4 tahun 2004
tentang penempatan tenaga kerja lokal di kabupaten bengkalis diantaranya :
Daya saing tenaga kerja local masih minim, Perusahaan Tidak melaporkan
adanya lowongan pekerjaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkalis, Kurang tegasnya Pemerintah Daerah serta Kurang

terjalinnya kerjasama yang baik.
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B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun

saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang

ada,yaitu sebagai bgsi
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